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ABSTRACT 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan PMK 168/2023 

dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 di Klinik XXX. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data 

yang digunakan adalah data honor dokter sebagai tenaga ahli Klinik 

XXX di tahun 2024. Setelah melakukan analisis dan pembahasan 

masalah, penulis memperoleh kesimpulan bahwa penerapan PMK 

168/2023 dalam Perhitungan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 

(PPh) 21 honor dokter sebagai tenaga ahli Klinik XXX lebih sederhana 

dan Cara menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berubah. 

 

 

Keywords: pajak penghasilan pasal 21; PMK 168/2023; jasa dokter; 
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Pendahuluan  

Negara akan mengenakan pajak pada 

penghasilan yang yang diperoleh orang 

pribadi maupun badan. Oleh karena itu 

pajak adalah hal penting bagi negara, 

pajak sendiri menurut Adriani (2020), 

adalah iuran masyarakat kepada negara 

(yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapatkan 

prestasi kembali yang langsung dapat 

ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum berhubung tugas negara untuk 

menyelenggarakan pemerintah. 

Sementara itu  yang dimaksud Pajak 

penghasilan yang sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa dan kegiatan yang 

dilakukan oleh Subjek Pajak Dalam 

Negeri yang disebut dengan PPh Pasal 

21 adalah pajak atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorium, tunjangan, dan 

pembayaran lain dengan nama dan 

dalam bentuk apapun sehubungan 

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan 

kegiatan (UU PPH No.36 Tahun 2008 ). 

Pada umumnya profesi dikelompokan 

dalam pekerjaan bebas yaitu Dokter, 

Pengacara, Akuntan, Arsitek, Notaris, 

Konsultan, Aktuaris/Penilai, dan Profesi 

lainnya. Seorang Dokter bisa bekerja 

sebagai pegawai tetap atau tidak tetap 

atau lebih dikenal pekerja lepas. Pada  
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umumnya, Dokter bisa bekerja sebagai 

pegawai tetap di pemerintahan atau 

swasta misal di rumah sakit, puskesmas, 

klinik, bahkan menjadi dosen atau 

peneliti. atau membuka praktik pribadi. 

Jadi Dokter merupakan orang pribadi. 

Profesi dokter termasuk kedalam kriteria 

subjek pajak. penghasilan yang diterima 

dokter tersebut merupakan objek pajak 

penghasilan, maka seorang dokter wajib 

dipotong penghasilannya sesuai 

ketentuan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. maka seorang 

dokter wajib membayar atau melunasi 

pajak penghasilan (PMK 168/2023).  

Hal yang senada di sampaikan Teddy 

Ferdian (2025) Penghasilan yang 

diterima oleh dokter berdasarkan sumber 

penghasilan yang diterimanya bisa 

terdiri dari dua kelompok besar. Pertama 

Penghasilan dokter sebagai pegawai 

tetap ; dokter yang menerima 

penghasilan sebagai pegawai tetap. 

Penghitungan dan pemotongan PPh 21 

atas pegawai tetap dilakukan oleh 

pemberi kerja sesuai ketentuan Tarif 

Efektif Rata-rata (TER). Dimana dokter 

akan menerima bukti potong  PPh 21 

(formulir 1721-A1 untuk pegawai 

swasta atau 1721-A2 untuk pegawai 

negeri).  Kedua Penghasilan dokter 

sebagai pekerjaan bebas. Pengertian 

Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh seorang profesional atau 

individu yang memiliki keahlian khusus 

tertentu dan memperoleh imbalan jasa 

dari keahlian tersebut tanpa memiliki 

ikatan atau hubungan kerja yang tetap 

dari pemberi kerja. Sedangkan 

penghasilan Dokter dari pekerjaan bebas 

yaitu penghasilan yang diperoleh 

sebagai pekerja lepas dari rumah sakit 

atau klinik dan penghasilan hasil praktik 

dokter sendiri  

Rumah sakit atau Klinik sebagai pihak 

pemberi kerja yang memotong 

pendapatan dokter sebagai tenaga ahli 

yang termasuk pekerja bebas 

berdasarkan PPh Pasal 21 harus 

membuat bukti potong dan memberikan 

bukti potong itu pada pihak dokter 

karena akan berguna bagi seorang dokter 

sebagai kredit pajak untuk Tahun Pajak 

atau Tahun Pajak terutang. Hal tersebut 

sesuai PMK 168/ 2023 tenaga ahli 

dengan pekerjaan bebas yang terikat 

pada pihak pemberi kerja, maka jasa 

yang diberikan kena pemotongan PPh 

Pasal 21. Dokter yang mendapatkan 

penghasilan dari jasa profesional yang 

sifatnya rutin atau tidak rutin maka 

penghasilan yang diterimanya dipotong 

PPh Pasal 21. 

Dasar hukum perhitungan PPh 21 atas 

penghasilan dokter sebagai tenaga ahli 

yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 menurut undang-undang 

No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) 

huruf a, menyatakan bagi dokter yang 

melakukan praktik di Rumah 

Sakit/Klinik sesuai dengan kontrak akan 

di kenakan tarif PPh pasal 21. Menurut 

PMK 168/2023, dasar pengenaan pajak 

(DPP) untuk PPh Pasal 21 bukan 

pegawai tetap adalah 50% dari 

penghasilan bruto dalam satu masa 

pajak/saat terutangnya pajak. PMK 

168/2023 menyatakan pula bahwa yang 

dimaksud penghasilan bruto untuk jasa 

dokter adalah sebesar jasa dokter yang 

dibayar oleh pasien melalui Rumah Sakit 

dan/atau Klinik sebelum dipotong biaya-

biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit 

dan/atau klinik.  

Sebagaimana latar belakang yang di atas, 

penulis memilih untuk menganalisa 

Bagaimana applikasi perhitungan pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 atas 

Penghasilan dokter sebagai tenaga ahli 

tahun 2024 berdasarkan PMK 168/2023 

di Klinik XXX.  

 

Metode Penelitian  

Penelitian ini bersifat kuantitatif 

deskriptif dan menggunakan data 
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sekunder yang diperoleh dari Klinik 

XXX. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Klinik XXX sebagai pemberi kerja yang 

membayarkan penghasilan dokter seagai 

tenaga ahli sebagai pekerja bebas akan 1) 

Memotong pendapatan dokter tersebut 

berdasarkan PPh Pasal 2, 2) harus 

membuat bukti potong dan  memberikan 

bukti potong itu pada pihak dokter 

karena akan berguna bagi seorang dokter 

sebagai kredit pajak untuk Tahun Pajak 

atau Tahun Pajak terutang.  

Menurut PMK 168 /2020 bahwa 

perhitungan besarnya PPh pasal 21 yang 

terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pasal 17 ayat (1) hutuf 

a UU PPh dengan 50% dari jumlah bruto 

penghasilan yang diterima atau 

diperoleh bukan pegawai dalam 1 masa 

pajak atau pada saat terutangnya 

penghasilan . 

Berdasarkan PMK 168/2023 Pasal 13 

ayat (7), rumus menghitung PPh 21 

tenaga ahli disajikan pada persamaan 1. 
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑙 17 × (50% × 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜)    (1) 

 

Langkah-langkah dalam perhitungan 

PPh Pasal 21 pada Klinik.XXX sebagai 

berikut : 

1. Menentukan total penghasilan, 

termasuk gaji pokok, jasa medis, 

hingga penghasilan tambahan setiap 

dokter untuk memastikan 

penghasilan bruto bulanan. 

Penghasilan Bruto = Gaji Bulanan + 

Jasa Medis 

2. Untuk menentukan Penghasilan kena 

pajak bulanan, Penghasilan bruto di 

kurangi 50% dari penghasilan bruto. 

3. Penghasilan kena pajak kemudian di 

kalikan tarif pajak pasal 17. 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Januari 2024 

disajikan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Perhitungan PPh 21 Bulan 

Januari 2024 

Sumber : Diolah 

 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Februari 2024 

disajikan pada Gambar 2. 
 

 

Gambar 2. Perhitungan PPh 21 Bulan 

Februari 2024 

Sumber : Diolah 
 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Maret 2024 

disajikan pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 Perhitungan PPh 21 Bulan Maret 

2024 

Sumber : Diolah 
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Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan April 2024 

disajikan pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Perhitungan PPh 21 Bulan April 

2024 

Sumber : Diolah 

 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Mei 2024 

disajikan pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Perhitungan PPh 21 Bulan Mei 

2024 

Sumber : Diolah 

 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Juni 2024 

disajikan pada Gambar 6. 

 

Gambar  6. Perhitungan PPh 21 Bulan Juni 

2024 

Sumber : Diolah 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Juli 2024 

disajikan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7. Perhitungan PPh 21 Bulan Juli 

2024 

Sumber : Diolah 

 

Perhitungan PPh 21 Tenaga ahli dari 

data klinik XXX Bulan Agustus 2024 

disajikan pada Gambar 8. 

 

Gambar 8. Perhitungan PPh 21 Bulan 

Agustus 2024 

Sumber : Diolah 
 

Hasil perhitungan  mengindikasi 

Klinik.XXX memungut PPh Pasal 21 

atas Penghasilan Dokter yang bekerja 

sebagai tenaga ahli lepas dari bulan 

Januari 2024 sampai dengan Agustus 

2024 sejumlah Rp. 18.813.863 dengan 

Rincian perhitungan di bawah ini : 

1. Januari  
𝑃𝑃ℎ 21 =  𝑅𝑝. 95.104.500 𝑥 50% 𝑥 5%  

𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.377.613 

2. Februari 
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 92.990.000 𝑥 50% 𝑥 5%  
𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.347.750 

3. Maret  
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 92.436.000 𝑥 50% 𝑥 5% 

𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.310.900 
4. April  

𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 92.227.000 𝑥 50% 𝑥 5% 
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𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.305.675 
5. Mei  

𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 98.108.000 𝑥 50% 𝑥 5% 
𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.452.700 

6. Juni  
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 97.280.500 𝑥 50% 𝑥 5% 
𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.432.013 

7. Juli  
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 98.898.500 𝑥 50% 𝑥 5% 
𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.472.463 

8. Agustus  
𝑃𝑃ℎ 21 = 𝑅𝑝. 85.510.000 𝑥 50% 𝑥 5% 
𝑃𝑃ℎ 21 =  Rp. 2.310.900 

KETERANGAN : 

1. Gaji Pokok Bulanan : Gaji ini sebagai 

dasar perhitungan PPh Pasal 21. Gaji 

Pokok pada Klinik.XXX yang 

diterima setiap bulan. 

2. Jasa Medis: Jasa medis adalah 

imbalan yang diperoleh atas jasa yang 

diberikan dokter kepada pasien serta 

dihitung sebagai komponen 

penghasilan bruto. 

3. Jumlah Penghasilan Bruto ini 

merupakan total dari seluruh gaji 

bulanan selama satu tahun ditambah 

jasa medis. 

4. Penghasilan Kena Pajak (PKP) 

dihitung dengan cara 50% dari jumlah 

penghasilan Bruto. 

5. Tarif PPh Pasal 21: Tarif ditentukan 

setiap bulan sesuai dengan PK 

168/2023, Dimana tarif pemotongan 

PPh Pasal 21 menggunakan rumus 

sebagai berikut PPh Pasal 21 = Tarif 

Pasal 17 x (50% x Penghasilan Bruto)  

 

Dari contoh diatas maka Implikasi 

Aturan Baru PPh 21 Tenaga Ahli 

berdasarkan PMK 168/2023 membawa 

beberapa perubahan penting dari 

peraturan sebelumnya, yaitu PER-

16/PJ/2016. Perhitungan PPh 21 tenaga 

ahli jadi lebih sederhana dan Cara 

menentukan Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP) berubah.  

1) Rumus ini berlaku untuk semua 

tenaga ahli jadi lebih sederhana  

a. Karena Tidak menggunakan 

Tarif Efektif Rata-rata (TER) 

b. Penghasilan yang kena pajak 

cuma setengah dari penghasilan 

kotor per bulan. Tidak perlu 

repot-repot menghitung total 

penghasilan setahun. 

2) Cara menentukan Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) berubah  

a. Penentuan penghasilan Bruto 

Khusus untuk dokter, 

penghasilan bruto adalah jasa 

dokter yang dibayar pasien 

melalui rumah sakit/klinik 

sebelum dipotong biaya atau bagi 

hasil oleh rumah sakit dan/atau 

klinik. 

b. Berlaku baik untuk penghasilan 

bulanan atu berkesinabungan 

maupun tidak atau penghasilan 

rutin atau tidak rutin 

3) Perhatikan tarif pajak bertingkat. 

Maka jika belum punya NPWP, bisa 

kena tarif lebih tinggi. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan, (1) Peraturan 

terbaru PMK 168/2023 mengubah cara 

perhitungan PPh 21 untuk tenaga ahli 

menjadi sederhana. Karena Tidak 

menggunakan Tarif Efektif Rata-rata 

(TER) dan Penghasilan yang kena pajak 

cuma setengah dari penghasilan kotor 

per bulan. Tidak perlu repot-repot 

menghitung total penghasilan setahun. 

(2) Cara menentukan Dasar Pengenaan 

Pajak (DPP) berubah Karena dalam 

penentuan penghasilan bruto, terdapat 

ketentuan khusus untuk beberapa 

profesi. Khususnya untuk dokter, 

penghasilan bruto dihitung dari jasa yang 

dibayarkan pasien melalui rumah sakit 

sebelum dipotong biaya atau bagi hasil. 

Tanpa membedakan penghasilan 

berkesinambungan atau tidak. 
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